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(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali) 

ABSTRAK 

Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak 

menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun 

dalam pelaksanaannya, tidak jarang konsultan pajak menghadapi dilema etis ketika 

permintaan klien bertentangan dengan aturan dan kode etik profesi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kode etik konsultan pajak 

dalam perencanaan pajak pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Satvika Consulting 

di Denpasar. Perencanaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini ditujukan bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Data diperoleh melalui 

wawancara dengan satu informan utama serta didukung oleh dokumen Kode Etik 

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

111/PMK.03/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik 

konsultan pajak dalam aktivitas perencanaan pajak di KKP Satvika telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan 

profesional dan tekanan dari klien. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional 

Indonesia. Sebagai contoh, penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan 

pembangunan infrastruktur, antara lain jalan tol, jembatan, sekolah, dan rumah 

sakit, serta digunakan untuk mendukung berbagai program kesejahteraan 

masyarakat sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada 

negara, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar yang mendukung 

berbagai program Pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pembayaran pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga 

merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan 

negara (Kurniawati, 2018). Tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan 

pajak dan mengurangi praktik kecurangan pajak bukanlah hal yang mudah. 

Berbagai tantangan muncul, termasuk jumlah wajib pajak yang sangat besar 

dan kompleksitas sistem perpajakan yang mengadopsi pendekatan self-

assessment, yang mengharuskan wajib pajak untuk aktif mengelola kewajiban 

perpajakan mereka (Artiva & Sawarjuwono, 2020) 

Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan sistem perpajakan self-

assessment, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, menyetorkan ,dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri 

(Radjijo, 2007). Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah proses 
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bagi wajib pajak, banyak yang masih merasa kesulitan dalam memahami 

peraturan perpajakan yang dianggap rumit. Hal ini sering kali menyebabkan 

kesalahpahaman, di mana wajib pajak menganggap perencanaan pajak sebagai 

cara untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menyembunyikan pendapatan 

yang sebenarnya. Situasi ini membuka peluang bagi penghindaran pajak dan 

praktik kecurangan lainnya, dimana penghindaran pajak merupakan upaya 

wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah 

atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar 

ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan dari konsultan pajak 

sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak mengatasi permasalahan ini 

(Sudiartana & Apriada, 2018). 

Konsultan pajak memiliki peran yang krusial dalam membantu wajib 

pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara profesional dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Dewi et al, 2019). Dengan pengetahuan yang 

lebih mendalam tentang sistem perpajakan, konsultan pajak dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tantangan muncul 

ketika beberapa konsultan pajak mengabaikan kepentingan negara demi 

kepentingan klien, bahkan terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Kasus-

kasus seperti yang menimpa Dhana Widyatmika dan Hendro Tirtawijaya 

menunjukan betapa pentingnya menjaga integritas dalam profesi ini. 

Keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak rentan disalahgunakan oleh 

wajib pajak. Wajib pajak khususnya wajib pajak badan menganggap bahwa 

pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Biasanya 
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wajib pajak akan menekan biaya pajak penghasilan yang diperoleh dengan 

membuat suatu perencanaan pajak . Dewasa ini, fenomena perencanaan pajak 

ini sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak badan guna kelangsungan 

usahanya. Perencanaan pajak  merupakan langkah awal dalam melakukan 

manajemen perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, 

tetapi dengan menekan seminimal mungkin jumlah pajak yang dibayarkan dan 

selama upaya masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan 

dari perencanaan pajak adalah untuk memberikan keuntungan demi 

keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Fatimaleha 

et al., 2020). Salah satu bentuk perencanaan pajak ini adalah dengan 

penelaahan pajak  yaitu suatu kegiatan pemeriksaan internal terhadap 

kepatuhan perpajakan yang meliputi peninjauan laporan keuangan, transaksi, 

serta pemenuhan kewajiban perpajakan guna memastikan kesesuaian dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan 

adanya penelaahan pajak secara berkala diakhir tahun dapat diketahui apakah 

perencanaan pajak yang telah dibuat sebelumnya tepat untuk dijalankan. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

111/PMK.03/2014 konsultan pajak pihak yang berprofesi sebagai pemberi 

masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi 

untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban 

pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. 

Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah 
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memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak sebagaimana diatur 

dalam peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan (Pontoh et aI., 2017). 

Wawasan dan pengetahuan seorang konsultan pajak dapat memfasilitasi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan jumlah yang sekecil 

mungkin. 

 Kurniawan & Sadjiarto (2013) melakukan penelitian yang 

menyimpulkan bahwa seluruh konsultan pajak dapat memahami isi dari kode 

etik mengenai hubungan dengan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini 

bertentangan dengan hasil penelitian dari Darmayasa dan Aneswari (2015) 

yang melakukan penelitian tentang perilaku etis konsultan pajak dalam 

menghadapi dilema etika dan konflik yang dapat menurunkan profesionalisme, 

dimana didapatkan kesimpulan bahwa perilaku konsultan pajak masih 

mengacu pada persepsi norma sosial klien. perilaku konsultan pajak dalam 

memberikan jasa kepada kliennya terpacu pada persoalan yang dihadapi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Artiva & 

Sawarjuwono, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kerja konsultan 

pajak masih memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang menyalahi kode 

etik profesi konsultan pajak yang dapat berujung pada timbulnya kerugian 

negara berupa terjadinya penggelapan pajak. 

kasus pelanggaran kode etik konsultan pajak yang pernah terjadi di 

Indonesia adalah kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2022 silam yang terjadi 

pada PT Gunung Madu Plantations atas  pemeriksaan perpajakan tahun 2016 

dan 2017 yang dilakukan oleh dua oknum konsultan pajak yaitu, Aulia Imran 



5 

 

 

dan Ryan Ahmad Ronas pada Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan tim 

pemeriksaan pajak yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Kasus ini 

juga menyeret Angin Prayitno selaku Kepala Subdirektorat, Kerja sama dan 

pemeriksa Ditjen Pajak Dadan Ramdi.  

Satvika Consulting, yang didirikan pada tahun 2015, awalnya hanya 

menyediakan jasa perpajakan dan layanan akuntansi. Namun, seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan klien, mereka mulai berinovasi dengan menawarkan 

berbagai layanan tambahan.  Dukungan sistem akuntansi yang baik dan tim 

praktisi berpengalaman, perusahaan berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan perpajakan yang berkualitas kepada klien termasuk dalam 

perencanaan pajak.  

KKP Satvika sebagai salah satu konsultan pajak di Bali diharapkan dapat 

memberikan pelayanan pajak yang terbaik kepada kliennya, terutama dalam 

memberikan jasa perencanaan pajak. Saat ini, perusahaan belum memiliki 

kantor cabang, namun tidak terlepas dari hal tersebut bahwasanya pengawasan 

terhadap kinerja tim juga harus dioptimalkan utamanya dalam memberikan 

pelayanan kepada klien. Jika tidak, hal ini dapat memperbesar kemungkinan 

bahwa saat pemberian perencanaan pajak seorang konsultan pajak akan 

mengalami kesulitan yang dihadapkan pada situasi dimana satu sisi seorang 

konsultan pajak harus tunduk pada peraturan perpajakan dan kode etik 

profesinya, tetapi disisi lain konsultan pajak juga dihadapkan dengan 

pertimbangan mengenai keberlangsungan usahanya dengan menjaga hubungan 

kepercayaan dengan klien. Apabila dihadapkan dengan situasi seperti ini, 
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kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran kode etik konsultan 

pajak utamanya dalam pemberian perencanaan pajak yang banyak dilakukan 

oleh wajib pajak.  

Konsultan pajak kerap kali menemukan klien yang mendesak untuk 

mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa mengindahkan aturan perpajakan 

yang berlaku. Misalnya dalam salah satu kasus di satvika consulting, terdapat 

klien yang berusaha menekan beban pajaknya dengan cara tidak melaporkan 

seluruh omzet penjualan dan berencana mengklasifikasikan sebagian biaya 

pribadi sebagai biaya perusahaan. Dalam situasi tersebut, konsultan pajak 

memberikan arahan bahwa tindakan demikian termasuk penghindaran pajak 

yang beresiko menimbulkan sanksi administrasi maupun pidana, sehingga 

konsultan kemudian mengarahkan klien untuk melakukan perencanaan pajak 

yang sesuai  ketentuan, dimana hal tersebut akan berpengaruh ke perencanaan 

pajak dan penghindaran pajak. Terlebih lagi terdapat klien yang secara tidak 

sengaja atau sengaja menutupi data perusahaan dan memanipulasi omset 

perusahaan guna memperkecil atau menutupi pajak yang harus mereka 

bayarkan sehingga, akan menyebabkan dilema pada konsultan pajak dalam 

memberikan perencanaan pajak. Konsultan pajak paham jika klien tidak 

melakukan hal tersebut maka klien akan mengalami kebangkrutan (Dewi et al., 

2018). Apabila keinginan klien tersebut dituruti, akan dapat menimbulkan 

risiko hingga tindak pidana yang dapat menyeret konsultan pajak 

bersangkutan. Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak selaku klien mengenai 

peraturan perpajakan yang berlalu juga dapat memicu dilema pada situasi 
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tersebut akan menghadapkan seorang konsultan pajak pada dua pilihan yakni 

kode etik yang harus ditaatinya dan kepercayaan klien yang harus dijaga. 

diperlukan suatu analisis mengenai kinerja dari konsultan pajak saat 

memberikan jasa perencaaan pajak  kepada klien. Didapatkan pula informasi 

dari beberapa staff kantor KKP Satvika bahwa saat ini perusahaan belum 

pernah melakukan evaluasi dan pengkajian kembali mengenai penerapan kode 

etik konsultan pajak dalam lingkungan konsultan pajak guna mengantisipasi 

pelanggaran kode etik yang berlaku. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada KKP Satvika, terlihat 

adanya faktor penyebab kesulitan yang dialami oleh konsultan pajak pada saat  

perencanaan pajak salah satunya pengurangan pajak yang tidak sejalan dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Tekanan dari klien untuk meminimalkan 

beban pajak seringkali mendorong konsultan pajak berada dalam posisi 

dilematis antara memenuhi keinginan klien dan menjaga kepatuhan terhadap 

aturan serta kode etik profesi, hal ini dapat mempersulit proses perencanaan 

pajak yang ideal dan menimbulkan risiko etis maupun hukum.  Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak dalam Perencanaan Pajak di 

KKP Satvika”, guna mengetahui penerapan kode etik yang diterbitkan Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)  pada KKP Satvika dalam melakukan 

perencanaan pajak. 
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B. Rumusan Kesenjangan  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan kode etik 

konsultan pajak  dalam perencanaan pajak bagi wajib pajak di KKP Satvika 

Consulting tahun 2024  sudah selaras dengan ketentuan Undang-undang 

perpajakan yang berlaku? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kode 

etik konsultan pajak  dalam perencanaan pajak bagi wajib pajak pada KKP 

Satvika Consulting pada tahun 2024. 

2. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan hubungan diantara variable- variable yang diteliti, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatara lain: 

a. Bagi Perusahaan  

 Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber 

pertimbangan atau masukan dalam proses pengambilan keputusan yang 

berlandaskan pada kode etik profesi, khususnya dalam aspek 

perencanaan pajak. 

b. Bagi Politeknik Negeri Bali 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan 

bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam 

menghadapi masalah serupa. 
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c. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman 

tentang kode etik konsultan pajak yang diterapkan pada saat 

melakukan perencanaan pajak dengan merujuk pada pengetahuan 

yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan serta untuk 

mengetahui realita yang terjadi di dalam perusahaan termasuk juga 

masalah- masalah yang mungkin dihadapi. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan pada Bab IV 

didapatkan kesimpulan bahwa konsultan pajak telah melaksanakan perencanaan 

pajak secara sah dan etis sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia. Perencanaan tersebut 

tertuju bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Konsultan tidak 

hanya memberikan jasa konsultasi perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa 

strategi yang diberikan kepada klien, seperti pengalihan bentuk tunjangan 

karyawan menjadi natura, pemilihan metode depresiasi aset tetap yang sesuai 

ketentuan, penundaan penerbitan faktur pajak pada transaksi kredit, serta 

pemanfaatan insentif dan tarif final UMKM, merupakan bentuk dari strategi 

pengehematan pajak dan penghindaran pajak legal yang dilakukan secara 

bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. 

Seluruh proses perencanaan pajak dilakukan melalui tahapan sistematis 

mulai dari pengumpulan data, analisis kewajiban pajak, penyusunan strategi, 

konsultasi dengan klien, hingga pelaporan dan evaluasi. Konsultan pajak juga 

menolak permintaan klien untuk melakukan praktik ilegal seperti manipulasi 

data atau rekayasa transaksi, serta tidak memberikan informasi yang 

menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan menjunjung tinggi prinsip 
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integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PMK 

No.111/PMK.03/2014 dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia. 

B. Saran 

1. Saran yang dapat diberikan kepada KKP Satvika adalah melakukan review 

dan evaluasi internal secara berkala terhadap seluruh proses perencanaan, 

konsultasi, dan pelaporan pajak guna memastikan setiap langkah telah sesuai 

dengan peraturan perpajakan dan kode etik konsultan pajak yang berlaku. Jika 

dalam evaluasi ditemukan prosedur atau praktik yang kurang sesuai, 

perusahaan perlu segera melakukan perbaikan serta memberikan pembekalan 

ulang kepada tim terkait penerapan kode etik dan perubahan regulasi terbaru. 

Apabila konsultan pajak menghadapi permintaan dari klien yang berpotensi 

segera melakukan konfirmasi secara resmi dan memberikan penjelasan tertulis 

kepada klien mengenai risiko pelanggaran serta konsekuensi hukumnya. Surat 

penjelasan dapat disampaikan secara lamgsung kepada klien maupun 

didokumentasikan untuk tujuan pengawasan internal. Dalam  pelaksanaan 

perencanaan pajak, penting bagi konsultan pajak dan seluruh tim untuk selalu 

menyiapkan dan menyimpan dokumentasi lengkap, termasuk rekam jejak 

konsultasi, dokumen pendukung perencanaan, dan catatan diskusi mengenai 

kode etik yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Ketelitian penyusunan dan arsip dokumen ini sangat penting, terutama saat 

menghadapi klarifikasi, permintaan data tambahan, atau audit dari otoritas 

pajak. Dalam proses penangganan surat permintaan klarifikasi atau 

pemeriksaan dari DJP, KKP Satvika disarankan segera menyiapkan tanggapan 
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resmi beserta seluruh dokumen penunjang, seperti rekapan konsultasi, hasil 

review, dan bukti kepatuhan terhadap ketentuan serta kode etik profesi. 

2. Di sisi lain, apabila ditemukan kelebihan pembayaran pajak atau perbedaan 

dalam hasil review administrasi pajak, KKP Satvika dapat memanfaatkan 

fasilitas elektronik yang disediakan DJP, seperti sistem pengajuan 

pemindahbukuan (E-Pbk) atau permohonan pengembalian pajak melalui DJP 

Online, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Segala 

pengajuan atau permohonan sebaiknya dilengkapi dengan dokumen 

pendukung yang relevan, seperti bukti pembayaran, hasil review, dan dokumen 

pelaporan pajak terkait dengan demikian, KKP Satvika diharapkan dapat 

meningkatkan kontrol internal, kepatuhan terhadap kode etik serta 

profesionalisme dalam memberikan layanan perpajakan kepada klien. 

Penerapan saran ini diharapkan mampu meminimalkan risiko pelanggaran, 

memperkuat kepercayaan klien, serta mendukung reputasi perusahaan sebagai 

konsultan pajak yang akuntabel dan berintegritas tinggi. 
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